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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Efektivitas 

1. Pengertian Efektivitas 

Efektivitasi berasal darii kata i “efektif” iyang memiliki arti iberhasil 

atau isesuatu iyangi dijalankani memiliki hasil yang ibaik.12
 Konsep 

efektivitas mencakupi berbagai ifaktor dii dalam imaupun dii luar 

manajemen.13
 iEfektivitasi ialah hubungan iantara hasili dengan itujuannya. 

Semakiin besar ikontribusi hasil iyang ididapat terhadapi pencapaian 

tujuan, i maka semakini efektif imanajemen iatau ikegiatan tersebut. 

Efektivitasi juga dapat diartikan sebagai eksploitasi sumber daya, 

sarana serta prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan 

sebelumnyai untuk imenghasilkan isejumlah ibarang ataui jasa ikegiatan 

yang idijalankannya. Efektivitas imenunjukkan ikeberhasilan idari isudut 

tercapai iatau tidaknyai sasaran yangi telah ditetapkan. Namuni jika ihasil 

kegiatani semakini mendekati isasaran itu iartinya iefektivitas iyang 

dihasilkani juga itinggi.14 

2. Indikator Efektivitas 

Untuk imengukur iefektivitas imanajemen tentui dibutuhkan isuatu 

indikator. Pendekatani pengukurani efektivitasi ini setidaknya ada lima hal 

                                                             
12 Moh. iPabundu Tika, i Budayai Organisasi idan Peningkatan iKinerja iPerusahaan, 

(Jakarta: iBumi Aksara, i 2014), hal. i 129. 
13

 Donni iJuni Priansai dan Agus iGarnida, iManajemeni Perkantoran iEfektif, Efisien idan 

Profesional, i (Bandung: iAlfabeta, 2013), i hal. 11. 
14

 Sondangi P. Siagian, i Definisi Efektivitas, (Jakarta: i PT Bumi iAksara, 2001), ihal. 24. 
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yangi dijadikani sebagai indikator iefektivitas isebuah manajemen, antara 

lain adalah sebagai berikut: 

1) Ketepatan waktui 

Waktui dapat imengukur ikeberhasilan suatui kegiatan iyang 

dilakukan idi sebuahi manajemen. Penerapani waktu yangi tepat akan 

menciptakani efektivitas ipencapaian itujuan yangi telah iditetapkan 

sebelumnya. 

2) Ketepatan perhitungan ibiaya 

Dalami artian tidak mendapati ikekurangan ijuga sebaliknyai tidak 

mendapatii kelebihan ipembiayaan isampai suatu ikegiatan itersebut 

dapati dilaksanakani dan iterselesaikani dengan baik. 

3) Ketepatan idalam imenentukani pilihan 

Dalami menentukan isuatu pilihani perlu melewati iproses, 

sehingga idapat imenemukan yangi terbaiki dan yangi terjujur. 

4) Ketepatan dalam imelakukan iperintah 

Keberhasilani aktivitasi manajemen dipengaruhii oleh 

kemampuani pimpinan, sebagaii contohi kemampuan dalam memberi 

perintahi. Jika perintah yang diberikan kurang jelas dan tidak dapat 

dipahami maka akan mengalami kegagalan yang akan merugikan 

manajemen. 

5) Ketepatani sasarani 

Penentuan isasaran iyang tepati baik yangi ditetapkan isecara 

individu imaupun secarai menajemen isangat menentukan ikeberhasilan 
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aktivitas sebuah manajemen. Demikian ipula sebaliknya, ijika sasaran 

itu ikurang tepat, maka akan imenghambat ipelaksanaan iberbagai 

kegiatani itu isendiri.15 

3. Pendekatan Efektivitas 

Adapuni kriteriai untuk imengukur iefektivitas isuatu organisasi iada 

3 pendekatani yang dapat idigunakan, iyaitu: 

1) Pendekatan Sumber (resource approach) i ialahhmengukur iefektivitas 

dari ipemasukan. 

2) Pendekatan Proses (process approach) iadalah untuki melihat sejauh 

mana iefektivitas ipelaksanaan iprogram dari isemua kegiatan iproses 

intenal iatau imekanismen iorganisasi. 

3) Pendekatan Sasaran (goals approach) idimana pusat iperhatian ipada 

output, imengukur ikeberhasilan iorganisasi iuntuk mencapai ihasil 

(output) iyang sesuai idengan irencana.16 

4. Aspek-aspeki Efektivitasi 

Efektivitasi merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam 

mencapai isasaran yang telahi ditetapkan secara itepat. Pencapaian isasaran 

yangi telah iditetapkan berdasarkani pada ukurani ataupun standari yang 

berlakui mencerminkan isuatu perusahaani tersebut telah imemperhatikan 

efektivitas ioperasionalnya. iAspek-aspek iefektivitas iyaitu antara ilain. 

                                                             
15

 Gary Jonathan Mingkid, dkk, “Efektivitas Penggunaan Dana Desa…”. hal. 3-4 
16

 Ulber iSilalahi, iAsas-Asas iManajemen, i (Bandung: iRefika iAditama, 2015), ihal. 416. 
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1) Keterlibatan yaitu suatui perlakuan iyang membuat istaf imerasa 

dipentingkan dalam sebuah kegiatan, i sehingga imembuati staf 

bertanggungjawab atasi tindakan yang dilakukan. 

2) Konsisten yaitu tingkat ikesepakatan ianggota terhadapi asumsi idasar 

dani nilai-nilaii inti iorganisasi. 

3) Adaptasi yaitu kemampuan sebuah iorganisasi untuk 

menginterpretasikan pengaruh lingkungan terhadap suatu organisasi. i 

4) Misii yaitu segi budayai yang imenunjukkan itujuan inti idari iorganisasi 

yang imenjadikan anggota tersebut teguhi dan fokus iterhadaip suatu hal 

yang ipenting dalam sebuah iorganisasi. 

B. Bank BRI Syariah (BSI) 

1. Pengertian BRI Syariah (BSI) 

Banki syariah terdiriidari dua kata, i yaitu bank idan isyariah. Secara 

terminologi, bank iadalah ibadan usaha yang imenghimpuni dana idari 

masyarakati dalam ibentuk isimpanan dani menyalurkannya ikepada 

masyarakatitdalam ibentuk ikedit dani bentuk ilainnya idalam irangka 

meningkatkani taraf hidupi rakyat.17 Sedangkani syariahi berartii hukum 

atau aturan yangi diturunkani Allah imelalui iRasul-Nya iyang muliai untuk 

umat imanusia agari mereka ikeluar dari ikegelapan ke idalam terang idan 

mendapatkan ipetunjuk ike arahi yangi lurus. Jadi bank syariahi adalah 

bank iyang menjalankani kegiataniusahanyai berdasarkan iprinsip-prinsip 

                                                             
17

 Syukri Iska, Sistem iPerbankan iSyariah di Indonesia, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 

2011), hal. 11. 
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syariah dan imenuruti jenisnya iterdiri atas iBank iUmum Syariahi dan 

Banki Pembiayaan iRakyat iSyariah. 

Salah satu Bank iUmum iSyariah di iIndonesia adalah BRI Syariah 

yang kini menjadi Bank Syariah Indonesia. Awal mula berdirinyai BRI 

Syariahi berawal dari iakuisisi PT. iBank Rakyat iIndonesia i (Persero), 

Tbk., iterhadap Banki Jasa Arta ipada tanggal i19 Desember itahun 2007 

dan setelahi mendapatkani izin dari Banki Indonesia (BI) ipada tanggal i16 

Oktoberi tahun 2008 imelalui surat iNomor: i10/67/KEP/GBI/DpG/2008, 

maka ipada tanggal i17 November itahun 2008, iPT. Bank iBRI Syariah 

resmi iberoperasi. iSelanjutnya imerubah kegiatani usahanya iyang semula 

beroperasii secara konvensional, i kemudiani diubah menjadii kegiatan 

perbankani berdasarkani prinsip isyariah Islam. 

Sudahi lebih dari 2 itahun, BRI iSyariah ihadir sebagaii sebuah ibank 

ritel imoderni terkemuka idengan layanani finansial iberdasarkan 

ikebutuhan inasabah idengannijangkauan itermudah untuki kehidupani yang 

lebih ibermakna. BRI iSyariah imelayani nasabah idengan pelayanani prima 

dani menawarkan iberaneka produk iyang sesuai idengan harapani nasabah 

dengani prinsip syariah. i Aktivas iBRI Syariah isemakin kokoh isetelah 

padai tanggal 19 iDesemberi tahun 2008 iditandatanganinya iakta 

pemisahani Unit Usaha iSyariah PT. iBank Rakyati Indonesia  (Persero), 
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Tbk.,  untuk meleburi ke dalam iPT. Bank iBRI Syariahi yang iberlaku 

efektif ipada tanggal 1i Januari tahun i2009.18 

Kemudiani PT Bank iSyariah Indonesia iTbk disebut dengan iBSI, 

resmii beroperasi pada itanggal 1 Februari i2021. BSIi merupakan ibank 

syariah iterbesar di iIndonesia hasil ipenggabungani (merger) tigai bank 

syariahi dari Himpunani Bank iMilik Negara, yaitui PT Bank BRIi Syariah 

(BRIS), iPT Bank Syariah iMandiri (BSM), iPT Bank BNIi Syariah 

(BNIS). iTerobosan ikebijakan ipemerintah iuntuk melakukan imerger tiga 

bank isyariah ini diharapkani dapat memberikani pilihan ilembaga 

keuangani baru bagi imasyarakat isekaligus imampu imendorong 

perekonomiani nasional. 

2. Fungsi Utama Bank Syariah 

Berikut beberapa fungsii utama Banki Syariah, adalah: 

a. Penghimpunan Dana iMasyarakat 

Fungsi ibank syariah iyang pertama iadalah menghimpuni dana idari 

masyarakati yang kelebihani dana. 

b. Penyalur Dana kepada Masyarakat 

Menyalurkan  dana kepadai masyarakati yang imembutuhkan. 

Masyarakat idapat memperolehi pembiayaan idari bank isyariahiasalkan 

dapat memenuhii semua ketentuani dan persyaratan iyang berlaku. 

c. Pelayanani Jasa Banki 

Fungsi ibank syariahi disamping imenghimpun idana dan imenyalurkan 

                                                             
18 Yulia Anggraini, “Persepsi iKaryawan Perempuani Terhadap Posisii Accounti Officer 

(Studi iPada iKaryawan iPerempuan iDi PT BRI iSyariah Kantor iCabang Madiun”. iJurnal 

Ekonomii Syariah. ISSN: i2622-6902. Vol. 1 No. 2. i2018, hal. 38 
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dana kepada masyarakat, bank syariah juga memberikan pelayanan jasa 

perbankan kepada nasabahnya. Pelayanan jasa bank syariah ini 

diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam 

menjalankan aktivitasnya. 

3. Peran Bank Syariah 

Perani bank syariahi sebagai ilembaga ibisnis ikeuangan, antara lain 

dimanai manajeriali bank syariah imemiliki tanggungi jawab iterhadap 

shareholdersi dalam menjalankani modal untuki memperoleh ilaba, 

memiliki itanggung jawab imoral dalami membantu kalangani ekonomi 

lemah idan marginal, i guna mengurangi ibeban kehidupani yang dialami 

oleh imasyarakat sekitar, ibank syariah ijuga sebagaiiinstitusi ikeuangan 

masihi dipandangi sebagai iperusahaan iyang bonafidi darii sisi ikelas 

bisnisnya.19 

4. Prinsip Perbankani Syariah 

Di idalam mengoperasikan perbankani syariah dikenali beberapa 

prinsip-prinsip ipengelolaani kegiatan iusaha perbankan isyariah. iAdapun 

prinsip-prinsipi tersebuti pada garisi besarnyai sebagai iberikut:  

1) Prinsipi Keadilani 

Prinsipi ini tercermin idari penerapani imbalan atas idasar bagi hasil idan 

pengambilani margin keuntungani yang disepekati ibersama antara 

ibank idengan nasabah. 

2) Prinsip iKesederajatan 

                                                             
19

 Subaidi, “Peran iDan Fungsi iPerbankan iSyariah Perspektif iSosio-Kultur”. iIstidlal. Vol. 

2 No. 2. 2018, ihal. 115-116 
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Banki Syariah menempatkani nasabah pembiayaan idana, inasabah 

pengguna idana, maupuni bank padai kedudukan iyang sama dan 

sederajat. Hal ini itercermin dalami hak, kewajiban, i resiko, dan 

keuntungan iyang berimbang iantara nasabah ipenyimpan dana, 

inasabah ipengguna dana, i maupun ibank. 

3) Prinsip iKetentraman 

Produk-produk iBanki Syariah telah isesuai idengan dan ikaidah 

muamalahi Islam, antara ilain tidak iadanya iunsur riba serta ipenerapan 

zakat harta. iDengan idemikian inasabah akani merasakan iketentraman 

lahiridan ibatin.20 

5. Landasani Hukum iPerbankani Syariah  

Dasar hukumi mengenai Perbankani Syariah mengacu pada iUndang-

Undang Nomor 21 iTahun i2008. Perbankan iSyariah iadalah isegala 

sesuatui yang menyangkuti tentang Bank iSyariah idan Unit iUsaha 

Syariah, imencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara idan proses 

dalam imelaksanakan ikegiatani usahanya.21 

Sedangkani hukum Perbankan iSyariah di dalam Al-Quran terdapat 

dalam 

 surat an-Nissa’ ayat 29 sebagai berikut: 

 

Dan terdapat juga dalam Al-Hadits yang dishahihkan oleh al-Hakim, 

dari Abu Hurairah: “Sesungguhnya Allah SWT berfirman: “Aku pihak 

                                                             
20

 Ayief Fathurrahman, “Meninjau Ulangi Landasani Normatif Perbankani iSyariah iDi 

Indonesia”. i Al-Mawarid. iiVol. XI No. i 1, 2010, hal. 7 
21

 Undang-Undangi Nomor i21 Tahun 2008 iTentang Perbankan iSyariah 

نكُمْ   ايََٰأَي ُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لََ تَأْكُلُو  رَةً عَن تَ رَاضٍ مِّ طِلِ إِلََّ أَن تَكُونَ تََِٰ نَكُم بِٱلْبََٰ لَكُم بَ ي ْ أمَْوََٰ
أنَفُسَكُمْ  إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اوَلََ تَ قْتُ لُو   
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ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak 

menghianati temannya.”22 

C. Pembiayaan i 

1. Pengertiani Pembiayaani 

Dalam imasyarakati Indonesia, iselain dikenal iistilah iutang- piutang 

juga idikenal istilahi kredit dalam iperbankan konvensionali dan iistilah 

pembiayaan idalam perbankan isyariah. Utang-piutang ibiasanya 

digunakani oleh masyarakatidalam konteks ipemberian pinjamani kepada 

pihak lain. iSeseorang yang imeminjamkan hartanya ikepada orangilain, 

maka iia dapat disebuti telah memberikani utang kepadanya. Adapun istilah 

ikredit atau ipembiayaan lebih ibanyak digunakannioleh masyarakat pada 

transaksi iperbankan dan ipembeliani yang tidakidibayar secarai tunai. 

Pembiayaani selaluiuberkaitan idengannaktivitasisbisnis. Untuki itu, 

sebelum imasuk padaiamasalah ipengertian pembiayaani perlui diketahui 

apa iitu bisnis. Bisnisi adalah aktivitasi yang mengarahi pada peningkatan 

nilai itambah melalui iproses penyerahani jasa, perdagangani atau 

pengolahan ibarang (produksi). Dengan ikata lain, bisnisi merupakan 

aktivitas iberupa pengembangan iaktivitas ekonomii dalam bidang ijasa, 

perdagangan, idan industri iguna untuki mengoptimalkanninilai 

keuntungan. Pembiayaani atau financing iialah pendanaan iyang diberikan 

oleh isuatu pihak kepada pihaki lain untuk imendukung investasiiiyang 

telah idirencanakan, ibaik dilakukan isendiri maupuninlembaga. 

                                                             
22

 Muhammad iArdy Zaini, i “Konsep Al-Quran Dani Al-Hadits Tentangi Operasional iBank 

Syariahi”. Iqtishoduna. Vol. 4 No. 1. 2014, hal. 34 
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Dalam sudut pandang perbankan syariah tidak mengenal yang 

namanya kredit, namun lebih dikenal dengan istilah pembiayaan. 

Pembiayaan dapat diartikan sebagai pendanaan yang dikeluarkan oleh 

pihak perbankan syariah guna untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan. 

Pembiayaannialah pendanaan iyang dikeluarkanniuntuk imendukung 

investasi iyang telahhidirencanakan, ibaik dilakukani sendiri imaupun 

dijalankani oleh orangiglain.23 

Dalami arti sempiti pembiayaani dipakai untuk imendefinisikan 

pendanaani yang dilakukani oleh lembaga ipembiayaan, iseperti bank 

syariahi kepada nasabah. Dalam melaksanakani pembiayaani tidak boleh 

keluar idari lima segii aturan-aturan iatau norma-norma iIslam iyaitu: 

a. Tidaki ada transaksi ikeuanganniberbasisi bunga. 

b. Pengenalani pajak atau ipemberian isedekah, zakat. i 

c. Pelarangani produksi barangi dan jasaaiyang bertentangani dengan inilai 

islam. i 

d. Penghindaranniaktivitas ekonomii yang melibatkani maysir ataui judi 

dan igharar (ketidakpastian). i 

e. Penyediaanintafakul i (asuransi islam). i 

2. Unsur-Unsuri Pembiayaani 

Pembiayaani pada dasarnya diberikani atas dasar kepercayaan. 

Dengan demikian, pemberiani pembiayaani adalah ipemberian 

                                                             
23

 Muhammad, iManajemen Bank iSyariah, (Yogyakarta: iSTI Manajemen iYKPN, 2002), 

hal. 304. 
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kepercayaan. Hal ini berarti iprestasi yang idiberikan benar-benari harus 

diyakinii dapat dikembalikan ioleh penerima ipembiayaan sesuai idengan 

waktu idan syarat-syarati yang telah idisepakati bersama. Berdasarkan hal 

diatas, iunsur-unsur ipembiayaan iantara lain: i 

a. Banki Syariah, imerupakan badani usaha yang imemberikan 

ipembiayaani kepada pihaki lain yang imembutuhkan idana. 

b. Mitra iusaha/nasabah, iyaitu pihaki yang mendapatkani pembiayaani dari 

bank isyariah ataui pengguna idana yangi disalurkan ioleh bank isyariah. 

c. Kepercayaan, i yaitu pihak ibank memberikani kepercayaan ikepada 

penerimai pembiayaan bahwai nasabah akani memenuhi ikewajiban 

untuki mengembalikan dana bank isyariah sesuaii dengan jangkai waktu 

yang idiperjanjikan. 

d. Akad, i yaitu perjanjiani atau kesepakatan iyang dilakukani antara ibank 

syariah idan ipihak inasabah. 

e. Risiko, imerupakan ikemungkinan ikerugian yang iakan timbuli karena 

dana iyang idisalurkan tidaki kembali. 

f. Jangkai waktu, merupakan iperiode iwaktu yangi diperlukani oleh 

nasabah iuntuk membayar ikembali pembiayaani yang telahi diberikan 

olehi bank syariah. i 

g. Balas ijasa, yaitu nasabah imembayar isejumlahi dana sesuaii dengan 

akad iyang itelah idisepakati.24 

  

                                                             
24

 Ismail, iPerbankan iSyariah, (Jakarta: iPrenadamedia iGroup, 2011), hal. i107-108. 
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3. Tujuan iPembiayaan 

Secara iumum tujuan ipembiayaan dapati dibedakan imenjadi 

kelompok itujuan pembiayaan iuntuk tingkati mikroi dan itujuan 

pembiayaani untuk tingkat imakro.  

Tujuani pembiayaani secara makro, iyaitu: 

a. Peningkatani ekonomii umat, masyarakat iyang tidak dapat iakses 

isecara ekonomi, idengan adanya ipembiayaan mereka idapat 

imelakukan akses iekonomi. Dengani demikian dapati meningkatnya 

taraf iekonomi. 

b. Tersedianya idana bagi ipeningkatan usaha, iuntuk ipengembangan 

usahai membutuhkan dana tambahan. Dana tambahani ini idapat 

diperoleh idengan melakukani aktivitasi pembiayaan. 

c. Meningkatkani produktivitas, dengan iadanya pembiayaani memberikan 

peluangi bagi masyarakati usaha mampu meningkatkan idaya 

produksinya. i 

d. Membuka ilapangan kerja baru, idengan dibukanyai sektor-sektor iusaha 

melaluii penambahan idana pembiayaan, maka sektori usaha iakan 

menyerapi tenaga kerja. i 

Sedangkan tujuan pembiayaan secara mikro, yaitu:  

a. Upayai memaksimalkani harta, setiap usaha iyang dibuka imemiliki 

tujuan itertinggi iyaitu imenghasilkan ilaba usaha. i 

b. Upayai memaksimalkan risiko, i usaha iyang dilakukan iagar mampu 

menghasilkani laba yang imaksimal, maka ipengusaha harusi mampu 

meminimalkani risiko yang itimbul. 
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c. Pendayagunaani sumber ekonomi, sumber daya ekonomi idapat 

dikembangkani dengan melakukan imixing antara isumber daya ialam 

dengan isumber daya imanusia sertai sumber dayai modal. 

d. Penyalurani kelebihan idana, dalam ikehidupan imasyarakat ada ipihak 

yangi memiliki ikelebihan sementarai ada pihak iyang ikekurangan. 

Dalami kaitannya idengan masalahi dana maka ipembiayaan idapat 

menjadikani jembatan idalam imenyeimbangkannya.25 

4. Jenis-jenisi Pembiayaan di BRI iSyariah (BSI) 

Lembaga iperbankan imerupakan iinti dari sistemi keuangan idari 

setiap inegara. Bank iadalah lembagai keuangan yangi menjadii tempat bagi 

orang-perorangan, ibadan-badan usahai swasta, badan-badani milik negara, 

bahkai lembaga-lembaga ipemerintahan yang imenyimpan dana-danai yang 

dimilikinya. iMelalui kegiatani perkreditani dan berbagaii jasa iyang 

diberikan, ibank melayanii kebutuhani pembiayaan iserta imelancarkan 

mekanismei sistem ipembayarani bagi semuai sektor iperekonomian. 

Jenis-jenisi pembiayaani di BRI Syariah (BSI) pada dasarnya terbagi 

menjadi dua, diantaranya: 

a. Pembiayaan Murabahah 

Pembiayaan imurabahah imerupakan ijual beli barang ipada harga asal 

dengan itambahan keuntungani yang disepakati. Dalam imurabahah, 

penjual iharus memberitahui harga pokok iyang di beli idan imenentukan 

keuntungani sebagai tambahannya.  Murabahah idapat idilakukan 

                                                             
25

 RahmatitIlyas, Konsep iPembiayaan dalammiPerbankan iSyariah, Jurnal iPenelitian iVol. 

9 No. 1, hal. 7 
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dengan idua cara yaitu ipembelian idengan pemesanani dan tanpa 

pesanan. Dominasi ipembiayaan imurabahah menunjukkani bahwa 

pembiayaan itersebut imempunyai banyaki keuntungani bagi ibank 

syariah. i Pertama kepastiani pembeli, dimanai bank syariah itidak akan 

membelikani suatu barang ikecuali sudah iada pembelinya. Kedua, 

kepastian ikeuntungan, idimana bank isyariah dapat imemastikan 

keuntungan iatas suatu ibarang yang idijualnya. Ketiga, ipembiayaan 

murabahah ilebih mudah idiaplikasikani pada saati sekarangi ini.26 

b. Pembiayaan Wakalah 

Wakalah merupakan ipemberiannkuasa ikepada pihaki lain iuntuk 

mengerjakan isesuatu. Selaini itu wakalah idapat diartikai juga idengan 

akad ipemberian kuasaikepadaapenerimai kuasa iuntuk imelaksanakan 

suatuuitugas atas namai pemberiikuasa. Akad pelimpahani kekuasaan 

oleh isatu pihaki (muwakkil) ikepadaapihak lain i (wakil) dalam ihal-hal 

yang iboleh idiwakilkan.27 

D. Murabahah 

1. Pengertian Murabahah 

Al-Murabahahi yaitu, pembiayaani dari banki syariahi yang 

idiberikan ikepada iummat untuki tujuan ipembelian ibarang-barang 

kebutuhan imodal kerja, i investasi iataupun ikonsumtif dengan isyarat 

                                                             
26

 Lukman Hakim dan Amelia iAnwar, “Pembiayaan iMurabahah Pada iPerbankan 

Syariah Dalami Perspektif Hukum iDi Indonesia”. Jurnali Ekonomi Syariah idan Filantropii Islam. 
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nasabah memiliki usaha atau ipekerjaan idengan sumber ipengembalian 

yang pasti iatau tetap. Pembiayaani diberikan dengan idasar atau prinsip 

jual beli, idimana banki syariah akan membelikan barangi kebutuhan 

nasabah idan menjualnyai kepada nasabah idengan harga ijual sesuai 

kesepakatani kedua belah ipihak dan ijangka waktui serta imekanisme 

pembayaran iatau pengembaliani disesuaikan idengan ikemampuan atau 

keuangani nasabah.28 

2. Rukun idan Syarat-Syarati dalam Akad iPembiayaan iMurabahah 

Berkaitani dengan irukun dan isyarat-syarat akad imurabahah idalam 

kaidah imuamalat Islam iadalah sebagai iberikut. 

Rukuni akad imurabahah: 

1) iAda iPenjual (ba’i) 

2) iAda iPembelii (musytari) 

3) iAda iBarang i (mabi’) 

4) iSighat dalam bentuki ijab qabul 

Penjual dalami hal ini adalahi pihak bank, yaitu ibanki yang 

berprinsipi syariah yang iakan memberikan ipembiayaan. Pembeli 

(musytari) iadalah nasabah iyang akan menerimai pembiayaan. Barang 

(mabi’) iadalah barang yang dibutuhkan ioleh nasabah idan disebut iobjek 

akad. Sedangkan sighat idalam bentuki ijab qabul. Ijabi adalah iperkataan 

penjual, isedangkan iqabul merupakani perkataan pembeli. i 

Adapuni syarat-syarati dalam akad imurabahah iadalah: 
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1) Pembeliii(musytari))hendaklahuibetul-betullimengetahuiiimodal 

sebenarnyai dari suatu ibarang yang ihendak idibeli. 

2) Penjuallidan pembeliihendaklah setuju dengan kadar hitungan atau 

tambahan harga yanggditetapkanntanpa ada sedikitpun paksaan. 

3) Barang yang dijuallbelikan bukanlah barang ribawi (semua barang 

yang dapattmendatangkan riba). 

4) Sekiranya barang tersebutttelah dibeli dariipihak lain, jual beli yang 

pertamaaitu harus sah menurut perundang-undangan Islam.29 

3. Jenis-jenisi Pembiayaan iMurabahah di Perbankan iSyariah 

Murabahahihsesuai jenisnyaiadapat dikategorikannisebagai iberikut: 

1) Murabahahi tanpai pesanan artinyai ada yang ibeli atau tidak pihak 

ibank sudahi menyediakanibarang. 

2) Murabahah iberdasarkan ipesanan iartinyaabanki syariah baru iakan 

melakukan itransaksi jualibeli apa bilai ada pesanani barangi dari 

nasabah. Murabahah berdasarkani pesanan dapati dikategorikan dalam: 

a. Sifatnyai mengikuti iartinya barangi tersebut harussidibeli oleh 

nasabah. i 

b. Sifatnyaatidak mengikuti artinya walaupun nasabah sudah memesan 

barang, namun nasabahhtidak iterikat untuk imembeli barang 

tersebut. Janji pemesan iuntuk membeli ibarang dalam imurabahah 

dapati mengikat ibisa juga itidak. Beberapaiaulamaaisyariah imodern 

berpendapatitbahwa janjii untuk membeli ibaranggtersebut iitu bisa 
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mengikati pemesan. Terlebih ilagi jikaianasabah pergi ibegitu saja 

meninggalkani bankkmaka akani sangat imengikat dari ipihak bank 

tersebut, idemi imenghindari ikemudharatan. 

4. Tipe-tipe iPenerapan Murabahah dalami Praktek iPerbankan iSyariah 

Adai beberapa tipe ipenerapan imurabahah dalam ipraktik iperbankan 

syariah iyang kesemuanya dapat idibagi menjadi tiga ikategori besar, yaitu: 

1) Tipe iPertama, penerapan imurabahah adalahi tipe konsisten iterhadap 

fiqihi muamalah. Dalamimtipe ini bank membelii dahulu barang iyang 

akan idibeli olehi nasabah setelah ada iperjanjian sebelumnya. Setelah 

barang idibeli atas namai bank kemudian idijuallke nasabah idengan 

hargai perolehan ditambahi margin keuntungani sesuai ikesepakatan. 

Pembeliani dapat dilakukannisecara tunai (cash), iatau tangguhi baik 

berupai angsuran ataui sekaligus ipada waktu itertentu. 

2) Tipe Kedua mirip dengan tipe iyang pertama, tapi perpindahan 

ikepemilikani langsung darii supplier kepada inasabah, sedangkan 

pembayaran dilakukan ibank langsung ikepada ipenjual 

pertama/supplier. Nasabah iselaku pembeli iakhir menerimai barang 

setelah isebelumnya melakukani perjanjian murabahahi dengan ibank. 

Pembelian idapat dilakukani secara tunaii (cash), atau tangguhi baik 

berupa ianggsuran ataui sekaligusi pada waktui tertentu. Transaksii ini 

lebihi dekat dengan imurabahah iyang asli, tapii rawan dari imasalah 

legal. Dalam beberapai kasus ditemukani adanya klaimi nasabah ibahwa 
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mereka itidak berhutang ikepada bank, itapi kepadai pihak ketigai yang 

mengirimkan ibarang. 

3) Tipe iKetiga ini iyang palingi banyak dipraktekkan ioleh bank isyariah. 

Bank imelakukan iperjanjian murabahah idengan nasabah, idan pada 

saati yang sama imewakilkani (akad wakalah)  kepada nasabah iuntuk 

membelii sendiri barangi yang akan idibelinya. Danai lalu dikredit ke 

rekening inasabah dan inasabah menandatanganii tanda terimai uang. 

Tanda iterima uang iini menjadii dasar bagii bank untuki menghindari 

klaim ibahwa nasabahi tidak berhutangi kepada banki karena tidak 

menerima iuang sebagaii sarana ipinjaman. Tipe ikedua ini bisa 

menyalahi iketentuan syariah ijika bank mewakilkan ikepada inasabah 

untuk imembeli barangi dari pihak iketiga, sementarai akad jual ibeli 

murabahahi telah dilakukan isebelum barang, isecara prinsip, imenjadi 

milik.30 

5. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah 

Dasari hukum imurabahah adalahi sebagai iberikut. 

a. Al-Qur’an 

Ayat-ayat Al-Qur’an yangi secara umum imembolehkan ijual beli, 

diantaranya iadalahi firmanii Allah: 

ا  وَأَحَلَّ ٱللَّهُ  ٱلْبَ يْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَ وَٰ

Artinya: “....Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba” (QS. Al-Baqarah: 275). 
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Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan 

murabahah merupakan salah satu bentuk dari jual beli. 

Dan firman Allah: 

ن رَّبِّكُمْ   لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَ بْتَ غُوا فَضْلً  مِّ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil 

perniagaan) dari Rabbmu” (QS. Al-Baqarah: 198). 

Berdasarkan ayat di atas, maka murabahah merupakan upaya 

mencari rezeki melalui jual beli. 

b. As-Sunnah 

Sabda Rasulullah SAW: “pendapatan yang paling afdhal (utama) 

adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mambur”. 

(HR. Ahmad Al Bazzar At-Thabrani) 

1) Hadits dari riwayat Ibnu Majah, dari Syuaib “Tiga perkara yang 

didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran 

secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), dan 

mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan 

tidak untuk dijual” (HR. Ibnu Majah). 

2) Sebuah iriwayat dari iIbnu Mas’ud, imenyebutkan ibahwa boleh 

melakukan ijual beli dengani mengambil keuntungani satu idirham 

atau duai dirham untuk isetiap sepuluhi dirham harga ipokok. 

c. Fatwa Dewani Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 

4/DSN-MUI/IV/2000, tentang murabahah.31 
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6. Skema Akad Murabahah 

Gambar 2.1 

Skema Murabahah Bank Syariah32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam transaksi ini ada tiga pihak yang terlibat: 

1. Pemesani (nasabah) 

2. Penjual ibarang i (contoh: dealer) 

3. Lembagai keuangan i (bank) 

Tahapani transaksi yang idilakukan bank isyariah dari skema iyang tertera 

pada iGambar 2.1 iyaitu sebagai iberikut: 

1. Nasabahi mengajukani permohonan iuntuk pengadaani barang, dan ipihak 

banki melakukani observasi imengenai ikelayakan inasabah. 

2. Jikai permohonan inasabah diterima, i bank melakukan itransaksii juali beli 

kredit dengan nasabah. Nasabah bayar uang muka, selebihnya akan 

dibayar dengan cara dicicil selama rentang waktu yang ditetapkan bank. 

                                                             
32
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3. Banki membeli barang ike dealer isecara tunai, iagar barangi langsung 

diantar ike nasabah. 

4. Nasabahi wajib membayari cicilani ke pihak ibank setelah barang 

diterima. 

5. Keuntungan yang diperoleh bank darii selisihi antara hargai dealer idengan 

hargai nasabah. 

E. Usahai Mikro Kecili dan iMenengah  

1. Pengertian UMKMi 

Pengertiani UMKM ioleh pakari atau lembagai pemerintah ipada 

dasarnyai hamper sama. Undang-Undang No. i 20 tahun i2008 tentang 

UMKM imenurut versi Bank iIndonesia ibahwa pengertiani UMKM 

tersebuti adalah sebagaii berikut: 

a. Usahai Mikroi adalah usaha iproduktif miliki orang perorangani dan atau 

badani usaha iperorangan iyang memenuhii kriteria iUsaha iMikro 

sebagaimanai diatur idalam iUndang-Undang iini. 

b. Usahai Kecil adalah usaha iekonomii produktif yang iberdiri isendiri, 

yang idilakukan oleh iorang perorangani atau badan usaha iyang bukan 

merupakani anak perusahaani atau bukani cabang perusahaani yang 

dimiliki, dikuasai, atau imenjadi bagian ibaik langsung imaupunitidak 

langsungi dari iusaha menengah iatau usaha ibesar yang imemenuhi 

kriteriai Usaha Kecil isebagaimana idimaksud dalam iUndang-Undang 

ini. i 
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c. Usahai Menengah iadalah usaha iekonomi produktifi yang iberdiri 

sendiri, iyang dilakukani oleh orang iperorangan atau badan usahai kecil 

ataui usaha besari dengan jumlahikekayaan bersihi atau hasil ipenjualan 

tahunan isebagaimana idiatur dalam iUndang-Undang iini.33 

2. Peran dan Fungsi UMKM 

Usaha mikroi berperani penting untuk imembangun perekonomian 

negara iterkhususnya iterhadap iekonomi masyarakati sekitar untuk 

memenuhi ikebutuhan sehari-hari iterlebih masai yang akani mendatang. 

Dalam ihal ini peran iusaha mikro isangat besar iterhadap ikegiatan 

ekonomi imasyarakat. UMKM mempunyai iperan yang sangati penting 

dalam ipertumbuhan iperekomian di iIndonesia. UMKMi eksistensinya 

telahi terbukti mampu idalam perekonomiani di Indonesia idalam iberbagai 

keadaan. 

Saati terjadi krisis imoneter yangi melanda iIndonesia pada itahun 

1998i dibandingkani perusahaani besar keberadaan iusaha berskalai kecil 

dani menengah irelative mampui bertahan. Hal ini karena iusaha berskala 

kecili kebanyakan itidak terlalui tergantungi pada modali besar iatau 

pinjamani dari luar idalam mata iuang asing.  Sehingga, saati terjadi 

fluktuasii nilai tukar, iperusahaan iberskala besari yang ikebanyakan 

menggunakani pinjaman idengan mata iuang asingi paling iberpotensi 

mengalami idampak krisis. 
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Terbukti iUMKM ibersama dengan iKoperasi yang itelah idiwadahi 

secara ikhusus di bawah inaungan iKementrian Koperasi idan UMKM. 

Sebagaii wujud perhatiani khusus yang tinggii diberikan oleh ipemerintah 

kepadai para pengusahai UMKM tersebut isebagai penyangga iekonomi 

rakyat kecil. Apalagi keberadaani UMKM secarai langsung imampu 

memberikani dampak terhadap peningkatani kehidupan masyarakat 

ibawah. 

UMKMi memiliki tiga iperan dani fungsi pada iperekonomian 

Indonesia. Beberapa perani dan fungsi itersebut adalahi sebagaii berikut: 

1) Sebagai isalah satu isarana untuki mengentaskani masyarakat idari 

kemiskinan. Hal ini dikarenakani tingginya angka ipenyerapan itenaga 

kerja ioleh UMKM. 

2) Sebagaii sarana untuki lebih memeratakani tingkat iperekomian 

mayarakat ikecil. 

3) Sebagaii salah satui sumber pemasukani devisa bagi inegara. Peran 

UMKM imampu memberikani devisa yang cukupi besar sebagai isalah 

satu ipenerimaan bagi inegara. UMKMi Indonesia saati ini dapat 

dikatakan isudah maju dani telah mampu imemasuki pangsai pasar baik 

skala inasional bahkan iinternasional. 
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3. Manfaat UMKM dalam Kesejahteraan Masyarakat 

Ada beberapa manfaat UMKM dalam kesejahteraan masyarakat, 

yaitu sebagai berikut: 

1) Penyumbang iterbesar iproduk domestik, imanfaat bisnis sektor 

iUMKM iadalah meningkatnyai produk yang idihasilkan ioleh dalam 

negeri. Produk-produk iyang ada itidak hanyaiakan merambahi pasar 

nasionali saja tapi jugai produk dalam inegeri bisai merambah pasar 

internasional. Produk lokal ibanyak diminati ioleh banyaki orang 

contohnyai produk kerajinan. Produk kerajinan idari Indonesiai juga 

banyak yang iterkenal sampai di luari negeri. 

2) Terbukanyai lapangan pekerjaan, itidak dapat disangkali lagi ibahwa 

sektor iUMKM secara itidak langsung imembuka peluangi bagi orang-

orang iuntuk mendapatkani pekerjaan. Hali ini bisa imembantu 

pemerintah imengurangi jumlah iangka pengangguran iyang ada. 

3) Solusii masyarakat kelasi menengah, i modal yangidiperlukan iunuk 

membukai usaha dalam isektor UMKM iini tidaklah susah. Bisa 

dikatakani mudah. Banyaki sudah lembagai pemerintah yang imembantu 

untuk imemberikan ibantuan danai modal dengani jumlah nilai ikredit 

yang kecili saat ini banki juga memberikani jaminan-jaminan ipinjaman 

modal idengan nilai perkreditani yang kecil. i 

4) Operasional iyang fleksibel, istruktur kepemimpinan idalam isektor 

UMKM irelatif tidak ibesar. Setiap ikepemimpinan imempunyai 

wewenang idan tanggungi jawab masing-masing. iTidak hanyai itu 
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biasanya iuntuk bisnis isektor UMKMi lebih cenderungi memikirkan 

selerai konsumen dan itrend yang iberkembang saat iini.34 

4. Karakteristik iUMKM 

KarakteristikikUMKM merupakan ikondisi faktuallyang imelekat 

pada iaktivitas usahaamaupuni perilaku usaha dalam imenjelaskan 

usahanya. Karakteristik pun imenjadi pembeda iantarrpelaku usahaiasesuai 

denganinskala usaha. Menurut iBank Dunia, iUMKM terbagii atas: 

1) Usaha imikro dengan jumlah karyawan 10 orang. 

2) Usaha ikecilldengani jumlah karyawan i30 orang. 

3) Usaha menengah dengan jumlah karyawanihingga 300 orang. i 

Dalam iperspektif iusaha, iUMKM diklasifikasikani dalam empat 

kelompok yaitu: i 

1) UMKM isektorrinformal. i 

2) UMKM imikro adalahi para UMKMi dengannkemampuani sifat 

pengrajin inamunnkurang memilikii jiwaakewirausahaan iuntuk 

mengembangkani usahanya. 

3) Usaha kecil idan dinamissadalahi kelompok UMKM iyang mampu 

berwirausaha idengan menjalin kerjasama idan ekspor. i 

4) Fast Movingg Enterprise iadalah UMKM iyanggmempunyai 

kewirausahaanniyang cakuppdan telahi siap bertransformasi imenjadi 

usahaabesar. i 
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Selain itu, iberdasarkan aspeki komoditas yang dihasilkan, i UMKM 

memiliki ikarakteristik tersendiri iantara lain: 

1) Kualitasiskomoditi belumi standar, karenaaisebagian besar iUMKM 

belum memiliki ikemampuannteknologi iyang memadai. Produkkyang 

dihasilkanindalam bentukikhandmade sehinggai standar ikualitasnya 

beragam. i 

2) Desainniproduknyaaiterbatasskarenaaiketerbatasannipengetahuanindan 

pengalamaninmengenai produk. Mayoritas iUMKM ibekerja 

berdasarkan ipesanan, belum ibanyakkyangi berani mencobaiaberkreasi 

desain ibaru. 

3) Jenis produkkyang terbatas karena UMKM hanya memproduksi 

beberapaajenis produkksaja. Apabila terdapattpermintaan model baru, 

UMKM sulit untukkmemenuhinyaadannjika menerimanya maka 

memerlukan waktuulama dalam pengerjaannya. 

4) Kapasitassdan daftar harga produknyasterbatas sehingga konsumen 

kesulitan. 

5) Bahannbaku kurang terstandar, karenaabahan bakunya diperoleh dari 

berbagai sumber yanggberbeda. 

6) Kontinuitassproduk tidak terjaminndan kurang sempurna, karena 

produksiibelum teraturrdanbiasanya produk-produk yang dihasilkan 

seringgapa adanya.35 
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5. Tantangan dan Masalah Pengembangan Sektor UMKM 

Masih ibanyaknyai permasalahani yang dihadapii oleh UMKM 

membuat ikemampuan UMKM iberkiprah dalam perekonomiani nasional 

tidak dapati maksimal. Hali ini dapat dilihat imeski banyak yang terlibat 

dalam ipengembangan UMKM, i namun tugas ipengembangan iUMKM 

yang idilimpahkan kepadai instansi-instansi tersebut idiwarnai isu negatif 

misalnya ipolitisasi terhadap UMKM, iserta pemberian idana subsidi iJPS 

yangi tidak jelas idan tidak terarah. Demikian jugai BUMN untuk 

menyisihkani labanya 1-5% juga tidak dikelola dan dilaksanakan dengan 

baik. Selain iitu, kredit perbankan ijuga sulit untuk diakses ioleh UMKM, 

diantaranyai adalah karena proseduri yang rumit serta banyaknyai UMKM 

yang belumi bankable. Maka idari itu hadirlah ikoperasi syariahi yang 

mudah idijangkau oleh imasyarakat untuki membantu masyarakat idalam 

hali permodalan iusahanya. 

Secara iumum UMKM isendiri menghadapi idua permasalahan 

utama, yaitu masalah ifinansial dan inonfinansial (organisasi imanajemen). 

Menurut Urata imasalah finansial idiantaranya adalah: 

a. Kurangnyai kesesuaian (terjadinya mismatch) iantara dana iyang 

tersedia iyang dapat diakses ioleh UMKM. i 

b. Tidaki adanya pendekatan iyang sistematis idalam pendanaan iUMKM. 

c. Biaya itransaksi yang tinggi, iyang disebabkani oleh prosedur ikredit 

yang cukupi rumit sehingga imenyita banyaki waktu sementarai jumlah 

kredit iyang dikucurkan ikecil. 
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d. Kurangnya akses kesumber dana yang formal, baik yang disebabkan 

oleh ketiadaan bank dipelosok maupun tidak tersedianya informasi 

yang memadai. 

e. Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi. 

f. Banyaknya UMKM yang belum bankable, baik disebabkan belum 

adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya 

kemampuan manajerial dan finansial. 

Sedangkan termasuk dalam masalah organisasi manajemen (non 

finansial) diantaranya adalah: 

a. Kurangnya ipengetahuan iatas teknologi produksii dan quality control 

yang idisebabkan minimnyai kesempatan iuntuk mengikuti 

perkembangani teknologi sertai kurangnya pendidikan idan pelatihan. 

b. Kurangnya ipengetahuan iakan pemasaran, yang disebabkan oleh 

terbatasnya iinformasi yang idapat dijangkau ioleh UMKMi mengenai 

pasar, iselain karenai keterbatas iketerbatasan kemampuan iUMKM 

untuk imenyediakan produk/jasai yang sesuaii dengan keinginani pasar. 

c. Keterbatasn isumber daya imanusia (SDM) iserta kurangnyai sumber 

daya untuk imengembangkani SDM. 

d. Kurangnyaipemahaman mengenai ikeuangan dani akuntasi 

Selanjutnyai menurut Subanar, berbagai kendalai yang menyebabkan 

kelemahan sertai hambatan bagi ipengeloaani usaha kecil diantaranyai 

menyangkut faktor iintern dari iusaha kecil idi antaranya ikecil itu isendiri 

serta ibeberapai faktor ekstern, iseperti: 
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a. Tidaki memiliki prencanaani sistem jangka panjang, i sistem akuntansi 

yang imemadai, anggaran kebutuhan modal, istruktur organisasi idan 

pendelegasian iwewenang, serta alat-alat ikegiatan manajerial ilainnya 

yang iumunya diperlukani oleh suatui perusahaan bisnisi yangi profit 

oriented. 

b. Kurangnya iinformasi bisnis, ihanya mengacu ipada instuisii dan ambisi 

pengelola, ilemah dalami promosi. 

c. Kurangnya ipetunjuk ipelaksanaan teknisi operasional ikegiatan dan 

pengawasan imutu hasil kerjai dan produk, iserta sering tidaki konsisten 

dengan iketentuan iorder/pesanan, iyang mengakibatkani klaim atau 

produki yang ditolak. i 

d. Kesulitan imodal kerjai atau tidak imengetahui isecara tepat iberapa 

kebutuhan imodal kerja, isebagai akibati tidak adanyai perencanaan kas. 

e. Risikoi dan utang-utangi kepada pihak iketigas iditanggung ioleh 

kekayaan ipribadi pemilik. i 

f. Umumnya ipengelola small-business imerasa itidak imemerlukan 

ataupuni tidak pernah imelakukan studi ikelayakan, ipenelitian pasar, 

analisis iperputaran uangi tunai/kas, sertai berbagai penelitian ilain yang 

diperlukanisuatu aktivitasi bisnis.36 

  

                                                             
36

 Idris iYanto Niode, i “Sektor UMKMi Di Indonesia: Profil, i Masalah, i Dan Strategi 

Pemberdayaan”. iJurnal Kajian iEkonomi dani Bisnis OIKOS-NOMOiS. i Vol. 2 No.1. 2009, ihal. 
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6. Pengertian Pengembangan 

Berdasarkan dengan pengembangan UMKM, hal ini dimaksudkan 

bahwa kemampuan seorang pengusaha dan cara mengelolanya dalam 

mendirikan sebuah usaha setiap saat.  

Dalam sebuah usaha yang sudah direncanakan untuk menambah dan 

meningkatkan pengetahuan, kemampuan seorang pegawai, dan 

keterampilan untuk usahanya hal ini dapat didefinisikan sebagai suatu 

pengembangan. Arti pengembangan lebih merujuk pada peningkatan 

untuk menambah pengetahuan dan memperbaiki perilaku kerja supaya 

dapat mengerjakan suatu pekerjakan yang lebih baik di masa sekarang dan 

yang akan datang dengan cara memberikan pedoman, informasi, arahan 

pengembangan usaha. 

7. Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah 

Programi pengembangani Usaha Mikro iKecil dan iMenengah 

(UMKM) isebagai salahi satu instrument iuntuk menaikkani daya beli 

masyarakat, pada akhirnya akan menjadi ikatup pengaman idari situasi 

krisis imoneter. Pengembangan UMKM menjadii sangat strategis idalam 

menggerakkan iperekonomian nasional, mengingat kegiatani usahanya 

mencakupi hampir semuai lapangan usaha isehingga kontribusi iUMKM 

menjadi isangat besari bagi peningkatan ipendapatan ibagi ikelompok 

masyarakati berpendapatani rendah.37 

                                                             
37

 Feni iDwi Anggraeni, dkk, i “Pengembangan iUsaha Mikro iKecil DaniMenengah 

(UMKM) iMelalui Fasilitas iPihak Eksternal idan Potensial iInternal (Studi iKasus Pada iKelompok 

Usaha Emping Jagung idi Kelurahan iPandanwangii Kecamatan Blimbingi Kota Malang))”. iJurnal 

Administrasii Publik. Vol. 1 No. 6, hal. 1286-1295 
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F. Penelitian Terdahulu 

Pembahasan dalam penelitian ini yaitu mengenai efektivitas produk 

pembiayaan murabahah dalam menunjang pengembangan UMKM. 

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang juga melakukan 

penelitian mengenai efetivitas produk pembiayaan murabahah dalam 

menunjang pengembangan UMKM: 

Penelitian Nur Fadhilah Ramadhana “Analisis Efektifitas 

Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Sumut Cabang Medan”, Medan, 

2018. Dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa cukup 

efektifnya sistem pembiayaan murabahah yang diterapkan dalam hal 

mendukung keberhasilan distribusi pembiayaan kepada nasabah. 

Berdasarkan penelitian diatas, penulis menemukan persamaan. Penelitian 

ini sama-sama membahas terkait efektifitas pembiayaan murabahah pada 

suatu Bank di Sumut Medan. Selain itu juga terdapat ketidaksamaan pada 

objek penelitian. Penelitian Nur Fadhilah Ramadhan di PT. Bank Sumut 

Cabang Medan sedangkan penelitian saat ini meneliti di Bank Syariah 

(BSI) Tulungagung. 

Penelitian Isara Abda Noka “Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro 

Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) 

Gayo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah”, Aceh 

Tengah, 2019. Dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa 

pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS Gayo untuk pemberdayaan 

ekonomi masyarakat berlangsung efektif. Berdasarkan penelitian diatas, 
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penulis menemukan persamaan. Penelitian ini sama-sama menggunakan 

metode kualitatif dan sama-sama membahas tentang efektivitas 

pembiayaan, tetapi yang paling efektif yaitu pembiayaan murabahah. 

Selain itu juga terdapat ketidaksamaan pada objek penelitian. Penelitian 

Isara Abda Noka di BPRS Gayo Aceh Tengah sedangkan penelitian saat 

ini meneliti di Bank Syariah (BSI) Tulungagung. Dan dalam jurnal 

tersebut tidak hanya membahas tentang pembiayaan murabahah saja 

tetapi ada juga pembiayaan mudharabah. 

Penelitian Diyan Pratiwi “Analisis Efektivitas Pembiayaan dan 

Monitoring pada Pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan 

Ponorogo”, Ponorogo, 2018. Dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan 

bahwa efektivitas penyaluran pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi 

Jenangan Ponorogo sudah efektif. Berdasarkan penelitian diatas, penulis 

menemukan persamaan. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode 

kualitatif. Pembahasannya sama tentang efektivitas penyaluran 

pembiayaan. Selain itu juga terdapat ketidaksamaan pada objek penelitian.  

Penelitian Diyan Pratiwi di KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo. 

Sedangkan peneliti saat ini meneliti di Bank Syariah (BSI) Tulungagung. 

Dan tidak hanya membahas tentang efktivitas pembiayaan saja, tetapi 

membahas juga tentang monitoring (pengawasan) pembiayaan. 

Penelitian Syerli Marlina “Efektivitas Pembiayaan Murabahah 

Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) (Studi Kasus BMT Al- Mujahidin Cilacap”, Cilacap, 2021. Dari 
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hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penelitian yang telah 

dilakukan mengenai efektivitas pembiayaan murabahah terhadap 

peningkatan pendapatan UMKM sangat efektif walaupun ditengah 

pendemi covid-19. Berdasarkan penelitian diatas, penulis menemukan 

persamaan. Penelitian ini sama-sama menggunaka metode penelitian 

kualitatif. Dan membahas tentang efektivitas pembiayaan murabahah 

dalam meningkatkan pendapatan UMKM. Selain itu juga terdapat 

ketidaksamaan pada objek penelitian. Penelitian Syerli Marlina di BMT 

Al Mujahidin Cilacap sedangkan peneliti saat ini meneliti di Bank Syariah 

(BSI) Tulungagung. 

Penelitian Daru Luhur Sasmito “Peran Pembiayaan Murabahah 

Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di KSU BMT 

Artha Bina Ummat Pasar Sukodono Sidoarjo”, Sidoarjo, 2019. Dari hasil 

penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pembiayaan murabahah yang 

disalurkan oleh KSU BMT Artha Bina Ummat kurang sesuai dengan yang 

tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Murabahah. 

Selain itu digarapkan kepada pelaku usaha mikro untuk tidak mencampur 

adukkan penggunaan dana pembiayaan dengan kebutuhan yang bersifat 

konsumtif. Hal ini dilakukan supaya pemanfaatan dana pembiayaan 

menjadi lebih efektif dan efisien. Berdasarkan penelitian diatas, penulis 

menemukan persamaan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Dan sama-sama membicarankan kaitannya antara produk pembiayaan 

murabahah dengan UMKM. Selain itu juga terdapat ketidaksamaan pada 
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objek penelitian. Penelitian Daru Luhur Sasmito berada di KSU BMT 

Artha Bina Ummat Sidoarjo sedangkan peneliti saat ini meneliti di Bank 

Syariah (BSI) Tulungagung. Penelitian ini membahas tentang peran 

pembiayaan murabahah bukan membahas tentang efektivitas. 




